BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.619, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. HIBAH. Luar
Negeri. Pengelolaan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.19/Menhut-11/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor  P.46/Menhut-11/2011 telah ditetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan
Hibah Luar Negeri Pada Kementerian Kehutanan;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi
Hibah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
224/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan
dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/
2012;

c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan tersebut huruf
a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut huruf b;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri
Lingkup Kementerian Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
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